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ABSTRAK 
A.ABRIANI S.A ( B111 11 376 ) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK 
PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor : 
411/Pid.Sus/2012/PN.Plp), dibawah bimbingan Muhadar sebagai 
pembimbing I dan Hj.Nur Azisa sebagai pembimbing II 
 Penelitian inibertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak dan untuk 
mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan 
(411/Pid.Sus/2012/PN.Plp). 
 Penelitian ini dilakukan pada pengadilan negeri kelas 1B palopo 
dengan melakukan wawancara dengan Hakim. Selanjutnya data yang 
diperoleh dengan menganalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan  
yang erat kaitanya dengan penelitian ini. 
 Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) 
penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana eksploitasi seksual 
anak, telah sesuai dengan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 88 
berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, baik berupa 
keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa, (2) pertimbangan 
hakim dalam memutuskan perkara dalam tindak pidana eksploitasi seksual 
anak dalam perkara nomor 411/Pid.Sus/2012/PN.Plp ) hakim lebih melihat 
dari perbuatan terdakwa dengan memberatkan hukuman dalam Pasal 88 
Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam 
pertimbangan hakim telah sesuai dengan perbuatan terdakwa untuk sebagai 
pengajaran agar dapat memperbaiki budi pekerti dan apabila telah selesai 
menjalani pidanya dan ketika kembali dimasyarakat tidak akan ada lagi 
melakukan perbuatan sejenis maupun pidana lainya. 
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DAFTAR PUSTAKA 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang 
memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai 
pengaruh system yang ada.1 Di Negara Indonesia sudah cukup memahami 
apa pentingnya dan arti anak itu sendiri sebagai suatu amanah dan karunia 
tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai 
manusia seutuhanya. 
Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat 
khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada 
masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social 
dan berakhlak mulia. 
Sesuai dengan perkembangan zaman, anak bukan lagi penerus yang 
baik,akibat daripada pemanfaatan /eksploitasi orang tua terhadap anak yang 
                                                          
1
  Marlina, Peradilan pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan restrorative justice,PT Refika  
Adiatma, Bandung, 2009, Kata Pengantar Halaman [xv] 
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kurang memahami kehidupan dunia si anak yang yang berdasarkan 
kehidupan yang keras sehingga menganggu kejiwaan atau psikology si anak. 
Anak-anak di zaman sekarang kurang perhatian orang tuanya sehingga 
berdampak buruk bagi masa depanya, seperti: memanfaatkan si anak 
dijalanan untuk meminta-minta yang seharusnya ia berada di sekolah untuk 
mengecam pendidikan yang sebagaimana mestinya bukan untuk meminta-
minta di jalan. Pemanfaatan anak ini jga merambah kedunia keartisan, yang 
di mana banyak anak yang menjadi artis sebagai pemanfaatan orang tua 
untuk member kehidupan materi yang lebih bagi orang tua maupun 
keluarganya. Hal yang berikutnya adala, pemanfaatan anak sebagai pemuas 
nafsu yang di lakukan oleh teman anak sendiri, dalam  skripsi  ini dimana 
seorang anak dieksploitasi untuk memberikan kepuasan seksual kepada 
segelintir orang di tempat terntu sehingga menghasilkan keuntungan berupa 
uang, kurangnya peran orang tua dalam mengontrol kegiatan anaknya bisa 
mengakibatkan hal seperti ini, contohnya saja dalam kasus ini seorang anak 
yang dieksploitasi/diperdagangkan oleh kenalanya dengan modus 
dipekerjakan menjadi pelayan  dalam satu bar ( Tempat Hiburan ) ternyata 
diperlakukan lebih di cabuli,diraba-raba, bahkan dicium bibirnya hal ini 
melenceng dari kesepakatan awalnya, namun tindakan ini bisa dikatakan 
dengan pengeksploitasian anak. 
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Di zaman sekarang ini tindak pidana perdagangan anak merupakan 
kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di 
Koran atau majalah maupun saluran berita televisie diberitakan terjadi tindak 
pidana perdagangan anak. Sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada 
sejak dahulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik 
yang akan selalu mengikuti perkembangan kebdayaan manusia itu sendiri, ia 
akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu 
berbeda jauh dengan sebelumnya. 
Kejahatan seperti ini mungkin tidak asing bagi kita semua di kalangan 
masyarakat Indonesia. Kejahatan tindak pidana perdagangan anak ini ada 
berbagai banyak macam yang terdapat dalam kitab Undang-undang hukum 
pidana atau KUHP. Seperti kita ketahui salah satu kejahatan tindak pidana 
perdagangan anak antara lain yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 
tinjauan yuridis terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak yang 
korbanya adalah anak di bawah umur. Kerap terjadi di zaman sekarang ini 
perdagangan anak terhadap anak dibawah umur merupakan hal yang tidak 
asing lagi untuk diperbincangkan. Namun jenis kasus yang akan dibahas 
dalam skripsi ini adalah tindak pidana pengesploitasian anak yang ada di 
kota palopo yang dilakukan oleh kenalan korban sendiri. 
Permasalahan yang sangat penting kiranya untuk membahas tentang 
Hak Asasi manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah 
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perlindungan tentang anak di Indonesia. Masalah perlindungan anak baru 
menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurung waktu tahun 1999an, 
setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di 
Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan. Fenomena serupa 
muncul pula diberbagai kawasan asia lainya, seperti di Thailand, Vietnam 
dan philipina, sehingga dengan cepat isu ini menjadi regional bahkan global 
yang memberikan inspirasi kepada masyarakat dunis tentang pentingnya 
permasalahan ini.2 
Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak 
pada peningkatan skala dan kompleksitas yang di hadapi anak Indonesia 
yang ditandai  dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan 
salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang akan didagangkan, 
penelantaran, disamping anak-anakn yang tinggal di daerah rawan konflik, 
rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain lainya. 
Dampak nyata yang berkaitan dengan memburuknya kondisi perekonomian 
dan krisis moneter adalah meningkatnya jumblah anak di panti social asuhan 
anak (PSAA) milik masyarakat lebih diperberat lebih dengan menurunya 
pendapatan masyarakat yang merupakan salah satu sumber dana.3 
  Dampak negatif dari kemajuan revolusi media elektronik 
mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan 
                                                          
2  http://koleksipengetahuan.Wordpress.com/page/315/., terakhir kali diakses pada tanggal 12 mei 2011 
3 Ibid 
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masyarakat dan masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk 
fenomena baru seperti timbulnya kelompok-kelompok rawan atau marjinal. 
Misalnya eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun adalah 70.000 anak di 
seluruh Indonesia. Anak-anak yang terjerat pada oknum yang memanfaatkan 
eksploitasi anak sebagai pekerja seks komersil terus meningkat. Keadaan ini 
membuat anak beresiko tertinggi tertular penyakit yang disebabkan 
hubungan seksual khususnya HIV/AIDS. Laporan dari UNICEF mengenai 
upaya perlindungan khusus kepada anak-anak, tercatat bahwa dewasa ini 
banyak anak-anak di Indonesia mendapat perlakuan yang sangat tidak layak, 
mulai dari masalah anak jalanan yang berjumblah dari 50.000 orang, pekerja 
anak yang dieksploitasi mencapai sekitar 1.8 juta anak, sehingga kepada 
permasalahan perkawinan dini, serta anak-anak yang terjerat 
penyalahgunaan seksual (eksploitasi seksual komersil) yang menempatkan 
anak-anak itu berisiko tinggi terkena penyakit AIDS. Dalam analisis situasi 
yang telah disiapkan untuk UNICEF, diperkirakan bahwa setidaknya ada 
sekitar 30% dari total eksploitasi anak sebagai pekerja seks di Indonesia 
dilacurkan ke luar negeri.4 
Berbagai informasi yang valid atau akurat menyangkut perdagangan 
anak untuk tujuan komersil, dimana selain diperdagangkan dari daerah satu 
ke daerah lain dalam wilayah hokum Negara Indonesia. Begitu pula terdapat 
                                                          
4 Ibid. 
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berbagai macam indikator mengenai  penggunaan anak untuk produksi 
bahan-bahan pornografi, dan para korban dari eksploitasi seksual komersil itu 
pada umumnya rata-rata berusia 16 tahun dimana bukan hanya anak-anak 
perempuan yang menjadi korban eksploitasi tetapi juga anak laki-laki yang 
menjadi korban eksploitasi seksual tersebut. 
Masih berkaitan dengan persoalan ini adalah bahwa anak-anak yang 
obyek eksploitasi seksual komersil menjadi seperti muara atau sebab dari 
segala persoalan yang ada. Pekerjaan dan anak-anak jalanan dengan amat 
mudah sekali terjebak ke dalam jaringan perdagangan seks komersil ini. 
Diperkirakan 30% dari seluruh pekerja seks komersil saat ini adalah anak-
anak di bawah umur. 
Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 
perbuatan yang dilakukan NUR DEVI alias CINTA telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengeksploitasi Anak. 
Berdasarkan laporan dari korban ke pihak kepolisian, kemudian kasus ini 
ditangani oleh Pengadilan Negeri Klas 1 B Palopo dan telah disidangkan 
yang akhirnya memutuskan dengan putusan Nomor 
(411/Pid.Sus/2012/PN.Plp). sedangkan isi putusanya adalah menghukum si 
pelaku pengeksploitasi (terdakwa) dengan hukuman 8 (delapan) bulan, 
penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) Subsidair 2 
(Dua) Bulan kurungan. Ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti 
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dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hal ini didasarkan pada 
pasal undang-undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan 
perkara ini, utamanya Pasal 88 Undang-Undang RI. Nomor : 23 Tahun 2002, 
tentang Perlindungan Anak.5 serta peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana eksploitasi seksual anak di Kota Palopo dalam kasus putusan 
No.411/Pid.Sus/2012/PN.Plp? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di kota palopo 
dalam  putusan No.411/Pid.Sus/2012/PN.Plp? 
C. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil 
terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan. 
 
                                                          
5 Berkas acara Nomor, 411/Pid.Sus/2012/PN.Plp. 
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2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah : 
1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada 
umunya dan hukum pidana secara khusus berkaitan masalah akan 
dibahas dalam penelitian ini yaitu tindak pidana eksploitasi anak. 
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis 
dan para civitas akademik pada umumnya  mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan penerapan tindak pidana eksploitasi anak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Pengertian tinjauan yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
pengertian tinjauan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu, 
pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengelola, 
analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objek 
untuk memecahkan suatu persoalan sedangkan pengertian yuridis yaitu 
memiliki arti Hukum/ peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Jadi 
tinjauan yuridis yaitu suatu kegiatan meneliti, menyelidiki, kegiatan 
pengumpulan data, pengelola, analisa dan menyajikan data yang dilakukan 
secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan yang 
berkaitan dengan Hukum/ peraturan pemerintah. Contoh dalam skripsi ini 
menganalisis berkas perkara dengan Nomor Putusan 
411/Pid.Sus/2012/PN.Plp. 
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana 
1. Definisi Tindak Pidana 
Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sangsi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.6  
Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh 
                                                          
6 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rieneka Cipta,2008),54. 
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suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu 
diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuataan, (yaitu suatu keadaan 
atau kejadiaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 
pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.  
Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena 
antara kajadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan 
yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka 
dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang 
menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang 
tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian 
itu.  Ada yang lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “ tindak pidana”  
Istilah tindak pidana berasal dari kata istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana belanda yaitu: “strafbaar feit “. Walaupun  istilah ini terdapat dalam 
WVS Hindia-Belanda  (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa 
yang dimaksud dengan strafbaar  feit itu. Karena itulah para ahli hukum 
berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai 
saat ini belum ada keseragaman pendapat. 7 
Istilah-istilah  yang pernah digunakan baik dalam perundang-
undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai 
terjemahan dari istilah strafaar feit adalah: tindak pidana, peristiwa pidana, 
delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang 
                                                          
7 Adami Chazawi, Pelajaran hukum Pidana 1, PT Raja grafindoPersada, Jakarta,2002, Halaman 67  
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dapat dihukum, perbuatan pidana. Nyatalah kini setidaknya-tidaknya dikenal 
dengan istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahaan dari istilah strafbaar 
feit. 
Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni: straf, baar, feit dari istilah yang 
digunakan sebagai terjemahan dalam strafbaar feit itu, ternyata straf 
diterjemahkan dengan pidana dan  hukum. Perkataan baar diterjemahkan 
dengan dapt dan boleh . sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan 
tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.8 
Menurut wujud dan atas sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-
perbuatan melanggar hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan 
masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya 
tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil, dapat pula 
dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan anti sosial. 
Untuk istilah “Tindak” memang telah lazim dalam peraturan 
perundang-undangan kita, bahkan dapat dikatakan sebagai istilah resmi 
dalam perundang-undangan kita, seperti dalam KUHP dan peraturan-
peraturan tindak pidana khusus. Biasanya tindak pidana didomainkan dengan 
delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam kamus Besar 
Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :   “Delik adalah perbuatan yang 
dapat dikenakan hukuman kerena merupakan pelanggaran terhadap undang 
tindak pidana “. 
                                                          
8 Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana tertentu di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta, 1986, Halaman 11. 
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Berdasarkan rumusan yang ada maka delik  ( strafbaar feit)  memuat 
beberapa unsur yakni :  
1. Suatu perbuatan manusia 
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang; 
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 
Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan 
yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari 
istilah strafbaar feit adalah: 
1. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan 
pidana kita hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita 
menggunakan istilah ini. 
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, 
Mr.R. Tresna dalam bukunya “ Azas-Azas hukum pidana. Dan ahli 
hukum lainya. 
3. Delik, berasal dari bahasa latin, “delictum” digunakan untuk 
menggambarkan apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah 
ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya Drs.E.Utrect,S.H. 
4. Pelanggaran pidana, dijumpai dibeberapa buku pokok-pokok 
hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaadmidjaja. 
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5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini mulai digunakan oleh Mr. 
karni dalam bukunya”Ringkasan Tentang Hukum Pidana”. 
6. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan dalam pembentukan 
undang-undang dalam UUD No.12/Drt/1951 tentang senjata api 
dan bahan peledak (baca Pasal 3) 
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam 
beberapa tulisan beliau.9 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang sangat abstrak dari peristiwa-
peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak 
pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan 
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam 
kehidupan masyarakat. 
Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana 
hukum, diantaranya: 
a) Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut istilah 
beliau yakni perbuatan pidana adalah:10 
                                                          
9  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, 68 
10  Moeljatno,2009. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta,Jakarta.Hml.59. 
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“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” 
b) Menurut Wirjono Prodjodikoro,pengertian pidana yang menurut 
istilah beliau yakni merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek 
atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku 
di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict, adalah: 
“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat   
dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan 
“subjek” tindak pidana.11 
 
c) Menurut Mr.Tresna, peristiwa pidana adalah: 
“sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang 
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan 
lainya, terhadap perbuatan mana yang akan diadakan tindakan 
penghukuman’.12 
d)Menurut kanter dan sianturi, pengertian tindak pidana didefenisikan 
adalah: 13 
“suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang 
dilarang/ diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-
                                                          
11  Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008),58 
12  E.Y Kanter & S.R Sianturi,op.cit.,hlm.208-209. 
13  Ibid.hml 22.  
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undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan 
kesalahan dilakukan oleh seseorang ( yang mampu bertanggung 
jawab). 
Selain itu Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Bambang Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :14 
a) Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” 
adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena 
kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 
umum ; 
b) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar 
feit” adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan perundang-
undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 
Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum 
positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi strafbaar feit 
menjadi dua pengertiaan, sebagaimana yang dikemukakan Bambang 
Pornomo yaitu :15 
a) Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah 
suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-
Undang.  
                                                          
14  Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 91   
15  Ibid 
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b) Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian 
“strafbaar feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum 
berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang 
dapt dipertanggungjawabkan. 
Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa  untuk 
setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang 
dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat 
menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. 
Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum 
dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah 
dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi 
secara diam-diam dianggap ada.16 
 Simons dalam Roni Wiyanto17 mendefinisikan tindak pidana sebagai 
suatu perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana oleh undang-
undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan 
kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 
Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan 
yang lengkap karena akan meliputi : 
1. Diancam dengan pidana oleh hukum 
                                                          
16           Ibid  
17  Roni Wiyanto.2012. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia.Bandung.C.V.Mandar Maju.Halaman 160 
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           2. Bertentangan dengan hukum 
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld) 
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari 
simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat 
dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi 
lima unsur, sebagai berikut  :18 
1. Diancam dengan pidana oleh hukum 
2. Bertentangan dengan hukum 
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld) 
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum. 
 Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan 
yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. 
Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana / delik Comissionis, delik 
omisionis, dan delik Comisionis per omisionis, antara lain; 
a. Delik Commissionis 
Delik commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran 
terhadap larangan, yaitu berbuat seseatu yang dilarang, misalnya 
melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. 
                                                          
18  Ibid. 
18 
 
b. Delik Omissionis 
Delik omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 
pemerintah, yaitu perbuatan seseatu yang diperintah misalnya 
tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan pengadilan 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP. 
c. Delik Comissionis per Omissionis Comissa 
Pengertian dari delik ini adalah delik yang berupa pelanggaran 
terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak 
berbuat. 
 Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok 
dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan 
pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang 
telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan 
diancamnya suatu perbuatanmengenai perbuatannya sendiriberdasarkan 
asas legalitas (Principle of Legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan 
terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Nullum Delictum Nulla Poena 
Sine Praevia Lege Poenali). 
1. Jenis- jenis tindak pidana 
Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu  
atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan 
kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, 
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demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana.KUHP telah 
mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu 
dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok  kejahatan 
dan pelanggaran.19 
a.  Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat 
dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku 
III 
 Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah 
jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat 
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan 
dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara. 
b.  Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak 
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan 
arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu 
perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak 
memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat 
tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, 
melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil 
adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa 
                                                          
19 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Makassar, hal.28. 
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yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. 
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
  sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).    
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 
unsure kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja 
adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa. 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak 
pidana pasifdisebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif 
adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. 
Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya 
diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang 
berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam 
KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), 
yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak 
murni.Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang 
dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya 
semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. 
Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak 
pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi 
21 
 
dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana 
yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan 
tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benarbenar 
timbul. 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi 
dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung 
terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian 
rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu 
seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopende 
delicten. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung 
lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih 
berlangsung terus menerus yang disebut dengan voordurende 
delicten. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak 
pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang. 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah 
semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagain 
kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara 
itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang 
terdapat di luar kodifikasi KUHP. 
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g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) 
dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya 
tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada 
semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang 
khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu 
saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan 
nakhoda (pada kejahatan pelayaran). 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak 
pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya 
dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. 
Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat 
dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya 
pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. 
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana 
diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat 
ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi : 
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1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau 
dapat juga disebut dengan bentuk sederhana; 
2. Dalam bentuk yang diperberat; 
3. Dalam bentuk ringan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada 
bentuk yang diperberat dan/atau diperingantidak mengulang kembali unsur-
unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk 
pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau 
ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara 
tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan 
menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat 
atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada 
bentuk pokoknya. 
3.   Unsur-unsur Tindak Pidana     
 Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya 
dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif20 dan 
unsur objektif.21 
 Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:22 
                                                          
20
 Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan 
dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang tergantung di dalam 
hatinya. 
21
 Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubunganya dengan keadaan-keadaan, yaitu 
di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. 
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a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa), 
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam 
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, 
dan lain-lain; 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang 
terdapat dalam kejahatanpembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 
e. Perasaan takut yang yang antara lain terdapat dalam rumusan 
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut: 
a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid; 
b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri; 
c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa 
teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang 
tercermin pada bunyi rumusanya.23 
                                                                                                                                                                     
22
 P.A.F, Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hal 193-194 
 
23  Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 79. 
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Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teori. 
 Batasan tindak pidana oleh teoretis, yakni : Moeljatno, R Tresna, vos 
yang merupakan penganut aliran monistis24 dan jonlers. Schravendijk yang 
merupakan penganut aliran dualistis.25 
 Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:26 
a. Perbuatan itu harus perbuatan manusia; 
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang; 
c. Perbuatan itu harus bertentangan oleh hukum; 
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada pembuat. 
Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada 
pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman 
(diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu 
dalam kenyataannya benar-benar dipidana. 
                                                          
24  Monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup 
dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman 
bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya 
perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (criminal 
responsibility). 
25 Monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup 
dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman 
bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya 
perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (criminal 
responsibility). 
26 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 
  hal. 98. 
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Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:27 
a. perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia); 
b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. diadakan tindakan penghukuman. 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang 
menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti 
dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan pendapat Moeljatno 
karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi 
pidana. 
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut 
paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu 
adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undangundang, dan 
diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas 
terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau 
dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.  
Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis memang 
tampak berbeda dengan paham dualistis.  
Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut:28 
 Perbuatan (yang); 
                                                          
27 Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 80 
28 Ibid, hal.81. 
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a. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
b. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
c. Dipertanggungjawabkan. 
Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat 
dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :29 
 
a. Kelakuan (orang yang); 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. Diancam dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. Dipersalahkan atau kesalahan. 
4. Cara Merumuskan Tindak Pidana 
Buku II dan Buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana 
tertentu. Terkait cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan tindak 
pidana pada kenyataannya memang tidak seragam. Dalam hal ini akan dilihat 
dari 3 (tiga) dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana dalam 
KUHP. 30 
a. Cara Pencantuman Unsur-unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana 
Dapat dilihat bahwa setidak-tidaknya ada 3 (tiga) cara perumusan, 
yaitu: 
                                                          
29 Ibid. 
30 Ibid, hal. 115-121. 
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a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, dan 
ancaman pidana. Cara yang pertama ini merupakan cara 
yang paling sempurna, terutama dalam hal merumuskan 
tindak pidana dalam bentuk pokok atau standar dengan   
mencantumkan unsur-unsur objektif maupun unsur-unsur 
subjektif, misalnya Pasal 378 KUHP (Penipuan). Unsur 
pokok atau unsur esensial adalah unsur yang membentuk 
pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-unsur 
ini dapat dirinci secara jelas dan untuk menyatakan 
seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan 
menjatuhkan pidana, semua unsur itu harus dibuktikan 
dalam persidangan. 
b. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa 
kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana. Cara ini 
merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam 
merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana 
yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebutkan 
kualifikasi dalam praktik kadang-kadang terhadap suatu 
rumusan tindak pidana diberi kualifikasi tertentu. 
c. Hanya mencantumkan kualifikasinya tanpa unsur-unsur dan 
mencantumkan ancaman pidana. Tindak pidana yang 
dirumuskan dengan cara ini merupakan yang paling sedikit. 
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Terdapat pada pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 351 (1) 
KUHPtentang Penganiayaan. 
a. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan 
Dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan antara 
merumuskan dengan cara formil dan dengan cara materil. 
1) Dengan Cara Formil 
Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan 
dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan 
perbuatan tertentu. Jadi, yang menjadi pokok larangan 
dalam rumusan ini adalah melakukan perbuatan tertentu. 
Dalam hubungannya dengan selesai tindak pidana, jika 
perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, 
tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat 
yang timbul dari perbuatan. 
2) Dengan Cara Materil 
Perumusan dengan cara materil ialah yang menjadi 
pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan adalah 
menimbulkan akibat tertentu disebut dengan akibat yang 
dilarang atau akibat konstitutif. Titik berat larangannya 
adalah menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan 
apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. 
Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, 
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maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung 
pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada 
wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau 
belum. Jika wujud perbuatan itu telah selesai, namun akibat 
belum timbul tindak pidana itu belum selesai, maka yang 
terjadi adalah percobaan. 
b. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, 
Bentuk yang Lebih Berat, dan yangs Lebih Ringan. 
1) Perumusan Dalam Bentuk Pokok 
Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau 
pembedaan tindak pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) 
dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan. Cara 
merumuskan dapat dibedakan antara merumuskan tindak pidana 
dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yang diperberat dan atau 
yang lebih ringan. Bentuk pokok pembentuk Undang-Undang 
selalu merumuskan secara sempurna dengan mencantumkan 
semua unsurunsur secara lengkap. 
2) Perumusan dalam Bentuk yang Diperingan dan yang 
Diperberat 
Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih 
ringan dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk 
pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, 
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melainkan menyebut saja pasal dalam bentuk pokok (Pasal 364, 
373, 379 KUHP) atau kualifikasi bentuk pokok (Pasal 339, 363, 365 
KUHP) dan menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan 
diperingan atau diperberatnya tindak pidana itu. 
A. Pengertian anak 
Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-
undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman 
mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang 
dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih 
belum kawin.  
Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam 
peraturan perundang-undangan. 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 330 
ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 
genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, anak 
yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. 
Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan 
(Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. 
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak didik 
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pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik 
di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun. 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Anak adalah 
seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang 
berada dalam kandungan.  
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 
12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana. 
Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak 
atau dewsa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. 
Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of the 
child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali 
berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah 
diperoleh sebelumnya.  
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor: 1/PUU-VII/2010, 
Tanggal 24 Februari 2011, Terhadap Pengadilan Anak Mahkamah Konstitusi 
(MK) menyatakan bahwa frase ’8 tahun’ dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 
1 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
bertentangan dengan UUD 1945, sehingga MK memutuskan batas minimal 
usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun.  
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Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa 
ahli yakni sebagai berikut: 
Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi 
Gultom mengatakan bahwa: 
“selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan 
perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi 
dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi 
batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi 
dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua 
puluh) tahun untuk laki-laki.”31 
 
Adapun Hilman Hadikusuma masih dalam buku yang sama 
merumuskannya dengan: 
“Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak 
perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang 
belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, 
misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, 
berdagang, dam sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.”32 
 
Didalam pengaturan hukum di Indonesia, khususnya yang mengatur 
masalah pembatasan umur seseorang untuk digolongkan sebagai golongan 
anak-anak terdapat aturan yang bermacam-macam dalam membatasi umur 
bagi seseorang untuk digolongkan sebagai seorang anak.  
Keragaman pengertian anak berdasarkan batasan umur adalah 
sebagai berikut: 
a. Anak menurut KUHP 
                                                          
31  Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika 
Aditama, 2010, hlm 32   
32  ibid 
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Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila 
belum berumur 16 tahun oleh karena itu apabila ia tersangkut 
dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya 
sibersalah dikembalikan kepada orang tuanya dengan tidak 
dikenakan suatu hukuman. 
b. Anak menurut Hukum perdata 
Pasal 330 KUHP perdata,mengatakan orang belum dewasa adalah 
mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih 
dahulu telah kawin. 
c. Anak menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan 
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 1974 mengatakan 
seseorang pria dan hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai 
usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. 
d. Anak menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang 
Kesejahteraan Anak. 
Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 dijelaskan bahwa 
batasan usia untuk anak adalah mereka yang belum mencapai 
umur genap 21 tahun dan belum pernah menikah. 
e. Anak menurut undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) 
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Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) bahwa 
batasan umur anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa 
tanpa sumpah ialah dibawah 15 tahun dan belum pernah menikah 
f. Anak menurut Hukum Perburuhan 
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan anak adalah laki-
laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah 
g. Anak menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun., termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas minimal usia anak 
yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. 
Sebelumnya, usia anak yang dapat diberikan tanggungjawab secara pidana 
sesuai dengan UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yakni usia 8 
tahun. Mahkamah menilai perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk 
melindungi hak konstitusional anak, terutama hak terhadap perlindungan dan 
hak untuk tumbuh kembang. Bahwa penetapan usia maksimal 12 tahun 
sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah 
diterima dalam praktik sebagian Negara. 
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak 
1. Pengertian Eksploitasi 
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Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang adalah sebagai berikut: 
“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban 
yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan 
paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, 
pemerasan, pemanfatatan fisik,seksual, organ reproduksi, atau secara 
melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain 
untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.” 
 
Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang 
didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun 
perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena 
paksaan atau pengaruh orang dewasa, sendikat atau kelompok, terkait 
dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.” Ada 3 
kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi 
anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak.33 
Sangat sedikit anak perempuan yang telah terjerumus dalam dunia 
pelacuran bisa keluar dengan mudah dari pekerja yang mereka lakukan. Hal 
ini dikarenakan karena stigma masyarakat asal daerah kebanyakan 
mempengaruhi anak perempuan melakukan seperti itu. Yang 
menjerumuskan mereka menjadi pekerja seks komersiil adalah orang dekat 
korban sendiri. Pada umumnya mereka diperanti oleh orang-orang dekat 
                                                          
33 Nining S. Mutamar, 2007, Makalah Eksploitasi Seksual Komersiil Anak dalam Pengalaman Pen dampingan di 
Surakarta, http:/www.eska.or.id/, eksploitasi seksual komersiil anak.html, diakses tanggal 04 Maret 2012. 
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dengan korban, atau bahkan kenal baik dengan korban.bentuk-bentuk 
elsploitasi seksual yang dialami pelacur anak itu bisa dari berbagai pihak 
diantaranya pihak germo, makelar, atau pelanggan.34 
 Perdagangan perempuan dan anak berarti setiap tindakan atau 
transaksi di mana seorang perempuan dan anak dipindahkan kepada orang 
lain oleh siapa pun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain. 
Perdagangan (trafficking) perempuan dan anak dapat juga diartikan sebagai 
suatu tindakan yang menyertakan aspek-aspek proses rekrutmen dan atau 
perpindahan tempat terhadap seseorang, sering kali untuk kerja yang 
eksploitatif, termasuk eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman, 
penipuan/jerat hutang. Berdasarkan pengertian perdagangan (trafficking) 
perempuan dan anak diatas, dapat diketahui paling sedikit 5 (lima) unsur 
untuk dikategorikan sebagai perdagangan perempuan dan anak (children and 
woman of trafficking) yaitu rekrutmen, transportasi, tidak ada persetujuan 
(consernt), paksaan atau eksploitasi dan lintas batas (across border). 
2. Unsur-unsur Pengeksploitasian seksual Anak 
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak. 
                                                          
34 http:// www.wordpress.com/2011/penyidikan -tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dilokalisasi-pelacuran-dollly-
surabaya, diakses pada tanggal 04 Maret 2012 
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   Pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ketentuan 
Pasal 66 diubah dan ditambahkan penjelasan sehingga berbunyi: 
perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau 
seksual dimaksud dalam Pasal 59 ayat ( 2) huruf d dilakukan melalui : 
a.  Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan 
anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual. 
b. Pemantauan,pelaporan, dan pemberian sanksi; 
c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga 
swadaya masyarakat, dan masyarakat. 
  Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah 
tindakan dengan atau dengan tanpa persetujuan anak yang menjadi korban 
yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum 
memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk 
mendapatkan keuntungan materil. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi 
secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau 
organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntunan, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuranan pencabulan. 
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 Sedangkan, menurut pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2002 tentang Pelindungan Anak telah menjelaskan secara tegas mengenai 
pengeksploitasian seksual anak. Pasal dengan pemberatan pidana dimana 
perbuatan pengeksploitasian seksual dilakukan dengan tujuan untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korban dari tindak pidana 
tersebut masih dibawar umur yang seharusnya dilindungi serta djauhkan dari 
kegiatan bertentangan dengan harkat seorang anak, meskipun ada anak 
secara diam-diam masuk dalam kegiatan prostitusi. Unsur-unsur Pasal 88 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: 
 
a)  Setiap orang; 
Orang merupakan unsur subyektif yakni pelaku melakukan 
perbuatan tindak pidana yang mampu dipertanggungjawabkan 
secara hukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan tersebut.  
b) Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak;  
Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu 
memperkerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang 
seksual untuk mendapatkan keuntungan. 
c) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 
Seorang yang mengeksploitasi seksual anak mempunyai maksud 
dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
dengan melakukan tindak pidana eksploitasi terhadap seksual 
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anak yang mana seorang anak harus mendapat perlindungan dan 
di jauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan 
harkatnya. 
 Unsur-unsur lain perdagangan orang,adalah: 
a) Perbuatan: 
Merekrut,mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau 
menerima; 
b) Saran (cara) untuk mengendalikan korban: 
 Ancaman, penggunaan Paksaan, sebagai bentuk kekerasan, 
penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau 
keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas korban; 
c) Tujuan: 
Eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi 
sekseual lainya, kerja paksa, perbudakan, penghambatan, 
pengambilan organ tubuh.35 
 Perdagangan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan 
para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan 
tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk. 
Praktik perdagangan anak perempuan, merupakan suatu tindakan kejahatan 
                                                          
35  Ibid,hlm.2-3. 
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yang bergerak di bawah tanah atau masih terselubung dengan jalur mata 
rantai yang panjang, cukup rumit yang sifatnya sangat tertutup, antarmata 
rantai tidak saling mengenal namun, ada juga jalur pendek di mana satu- 
sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau 
pertemanan.36 
 Dari pengertian diatas perdagangan perempuan dan  anak untuk 
tujuan seksual mencangkup unsur:37 
a. Perpindahan orang secara paksa dari tempat asalnya; 
b. Melintasi perbatasan/wilayah 
c. Memaksa orang ke dalam situasi yang secara seksual atau 
ekonomi bersifat menekan dan eksploitatif; 
d. Memberi keuntungan bagi perekrut, atau pihak yang terlibat dalam 
sindikat kejahatan ini. 
Kelompok rentan perdagangan (trafficking) untuk menjadi korban 
adalah orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan 
yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti laki-laki, 
perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal pedesaan atau 
daerah kumuh; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan social yang serius; 
anggota keluarga yang mengalami krisis ekonomi seperti hilangnya 
pendapatan orang tua/wali, orang tua/wali sakit keras, atau meninggal dunia; 
                                                          
36  Andri Yoga Utami dan pandji Putranto, 2002, Ketika Anak Tak Lagi Bisa Memilih: Fenomena Anak yang 
Dilacurkan di Indonesia, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta, hal. 67. 
37  Maidin Gulton, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT Refika Aditama, bandung, 
hal.36. 
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putus sekolah; korban kekerasan fisik, psikis,seksual; para pencari kerja 
(termasuk buruh migran); perempuan dan anak jalanan; korban penculikan; 
janda cerai akibat pernikahan dini; mereka yang mendapat tekanan dari 
orang tua atau lingkunganya untuk bekerja; bahkan pekerja seks yang 
menganggap bahwa kerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.38 
Karakteristik korban adalah :  
1. Anak putus sekolah atau baru tamat sekolah dan mencari 
pekerjaan; 
2. Anak dan perempuan dari keluarga miskin; 
3. Perempuan yang mencari pekerjaan; 
4. Perempuan yang akan habis kontrak kerjanya dan membutuhkan 
pekerjaan kembali. 
Dampak yang dialami korban dalam trafficking adalah:39 
1. Dampak nonfisik: 
a. Mersa bersalah, rasa takut terutama terhadap keluarga atau 
pacar/suami, hingga takut pulang; 
b. Sering mengalami kesepian dan kebingungan; 
c. Merasa kehilangan harapan hidupdan harga diri terutama 
karena ia merasa tak ada laki-laki yang menikahinya, dan dalam 
                                                          
38  Ibid. 
39  Maidin Gulton, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT Refika Aditama, bandung, 
hal.34 
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beberapa kasus ada yang berprinsip sudah kepalang basah, 
lebih baik melacur. 
2. Dampak fisik: 
a. Mengalami luka lecet, robek atau cacat pada bagian tubuh 
akibat pemukulan/penganiayaan lai seperti wajah, bibir/mulut, 
bagian tubuh lain seperti punggung, bokong, paha, betis; 
b. Corak-corak memar/bilur yang menunjukkan adanya benda 
tertentu dipakai ketika melakukan pemukulan/penganiayaan. 
3. Dampak secara seksual: 
a. Rasa nyeri, pembengkakan, pendarahan dan atau discharge 
dari vagina; 
b. Memar pada payudara, pinggul, perut bagian bawah atau paha; 
c. Infeksi vagina atau penyakit kelamin terutama infeksi menular 
seksual (IMS) paling sering infeksi gonococcus dan HIV/AIDS; 
d. Sakit perut yang berulang; 
e. Kehamilan tak diinginkan pada usia dini (di bawah 20 tahun); 
f. Aborsi atas kemauan sendiri atau mami/papi. 
Pelaku dalam perdagangan (trafficking) anak dan perempuan dapat 
dibedakan dalam 3 (tiga) unsur. Pembedaan dilakukan berdasarkan 
perananya masing-masing dalam tindakan perdagangan (trafficking): 
a. Pihak yang berperan pada awal perdagangan; 
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b. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang 
diperdagangkan; 
c. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai 
penerima/pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak 
yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.40 
3.    Klasifikasi bentuk pelaku pengeksploitasian anak  
Secara garis besar pelaku pengeksploitasian anak dan perempuan 
dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:  
a. Secara International: sebagian besar pelaku-pelaku adalah mafia-
mafia atau geng-geng dari China, Vietnam, Yakusa jepang, 
Meksiko, Amerika Tengah, Italia, Rusia, dan bekas Negara Uni 
Soviet, yang merupakan sindikat terorganisir. Mereka 
meningkatkan hubungan dengan jaringan local untuk menyediakan 
saran transfortasi, tempat berlindung, tempat lokal, dan 
administrasi/dokumentasi.41 
b. Indonesia: Aktor-aktor dalam perdagangan perempuan di 
Indonesia, dapat diuraikan sebagai berikut: 
1) Agen Perekrut tenaga kerja; dalam hal perekrutan buruh 
migrant perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) 
                                                          
40  Radhika Ceomaraswarny. 2002. Mengenali Perdagangan Perempuan dan Anak perempuan. Makalah 
pada Seminar Komnas Perempuan, Surabaya, hlm. 5. 
41  Pradjoko Midjan. 2002. Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia. Kementrian koordinasi Bidang 
Kesejahteraan Rakyat. Jakarta., hlm.15.  
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merupakan lembaga terbesar. Lembaga tersebut di bawah 
pengawasan Departemen Tenaga Kerja. Untuk memperoleh 
izin PJTKI harus memperolehnya dari Departemen Tenaga 
Kerja. Ada juga PJTKI yang melakukanya tanpa izin dari 
Departemen tenaga kerja disebabkan karena tingginya dan 
sulitnya biaya untuk memperoleh izin tersebut. Walaupun 
demikian, sebuah PJTKI yang telah mendapat izin tidak 
menutupi kemungkinan terjadinya pemalsuan dokumen dan 
buruh ditipu tentang pekerjaan mereka. 
2) Agen; biasanya adalah wakil dari PJTKI yang ditugaskan untuk 
merekrut tenaga kerja dengan memperoleh bayaran untuk 
setiap buruh yang direkrutnya. Seorang agen biasanya dengan 
sadar terlibat dalam perdagangan (trafficking) anak dan 
perempuan ketika dia membohongi orang yang direkrutnya 
mengenai kebenaran dari pekerjaan yang dilakukanya dan gaji 
yang diterima. 
3) Majikan; seseorang majikan dapat disebut melakukan tindakan 
perdagangan, dia tidak membayar gaji, melakukan kekerasan 
seksualdan fisik terhadap buruh, memaksa buruh untuk terus 
bekerja di luar keinginan mereka serta menahan mereka dalam 
penjeratan utang. 
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4) Pemilik dan pengelola Rumah Bordir; secara umum untuk bisnis 
industry seks pelakunya antara lain: 
a. Germo dan mucikari (pemilik rumah bordir); germo bertugas 
memberikan fasilitas bagi pekerja seks untuk menjalankan 
usahanya dengan cara menghubungkan pekerja seks 
dengan pemakai jasa seks dengan mendapat imbalan 
sebagai atau lebih besar dari penghasilan sipekerja seks 
sendiri; 
b. Calo, yang bertugas mencari gadis-gadis dari daerah asal, 
kemudian mengrim mereka untuk dipekerjakan diindustri 
seks; 
c. Sopir taksi, dalam praktiknya sopir taksi berperan dalam 
memasarkan layanan seks dengan memberikan informasi 
kepada pelanggan tentang lokasi, aturan main, jenis layanan 
yang tersedia dan tarif layanan seks; 
d. Penjaga keamanan; di setiap lokasi industri seks biasanya 
terdapat penjaga keamanan yang bertugas memberikan 
perlindungan bagi pekerja seks dari pelanggan mereka.42 
C. Pemidanaan 
a. Definisi Pemidanaan 
                                                          
42  Ibid. 
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Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana “ pidana “ 
pada umumnya dapat diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan “  
diartikan sebagai penghukuman. 
Teori pemidanaan yang dijelaskan disini adalah teori pemidaan yang 
lazim dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori 
relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian 
berebeda dengan teori pemidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum 
Anglo Saxon, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan 
teori rehabilitasi.43 
a).  Teori Absolut 
 Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik 
masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. 
Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih 
terasa pengaruhnya pada zaman modern.44Pendekatan teori absolut 
meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, 
dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, 
sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.45 Dari 
sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas 
                                                          
43 Mengenai teori pemidanaan di dalam sistem hukum Anglo Saxon, baca selengkapnya Salman 
Luthan,2007, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Diserrtasi, Program Doktor 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 
44  Andi Hamzah,1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 29 
45 
 Herbert L. Packer,1968, The Limit of Criminal Sanction, Stanford University Press, California,hlm. 37 
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dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari 
pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.46 
 Menurut Johannes Andenaes tujuan (primair) dari pidana menurut teori 
absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (to satisfy the claims of 
justice), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah 
sekunder.47 Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas 
dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” 
sebagai berikut :48 
 “....Pidana tidak pernah melaksanakan semata-mata sebagai sarana 
untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri 
maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan 
hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu 
kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat 
untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih 
berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi/keputusan 
pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan 
karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari 
perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada 
anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua 
dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam 
pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan 
umum”. 
 
Neger Walker memberikan tiga pengertian mengenai pembalasan 
(retribution), yaitu:49 
                                                          
46  
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992,Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 11
 
47  
Muhammad Taufik Makarao,2005, Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana 
Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan, Kreasi Wacana, Yogyakarta,hlm.39
   
48 
Ibid, hlm. 39-40
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J.E Sahetapy,1982, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan 
Berencana, Rajawali Press, Jakarta,hlm.199
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a. Retaliatory retribution, yaitu dengan sengaja membebankan suatu 
penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang 
mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan 
yang dilakukannya;  
b. Distributive retribution, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk 
pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang 
telah melakukan kejahatan;  
c. Quantitative retribution, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk 
pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga 
bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman 
yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.  
Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasikan lina ciri pokok 
dari teori absolut, yakni:50 
a.  Tujuan pidana  hanyalah sebagai pembalasan;  
b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak 
mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan 
masyarakat;  
c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;  
d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;  
                                                          
50  
M. Sholehuddin,2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track system dan 
Implementasinya, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.35.
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e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan 
bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan 
meresosialisasikan si pelaku.  
b). Teori Relatif 
 Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan 
pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah 
terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di 
masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general 
prevention)dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan 
yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi 
pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan 
mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.51 
 Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan 
sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (prevention of crime) 
khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik 
pelaksanaan pidana sering kali bersifat out of control sehingga sering terjadi 
kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam 
rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan 
kejahatan lagi.52 
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E. Utrecht,1986, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 185
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 Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif sebagai 
berikut:53 
a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);  
b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk 
mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;  
c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan 
kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang 
memenuhi syarat untuk adanya pidana;  
d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk 
pencegahan kejahatan;  
e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat 
mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan 
maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak 
membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan 
kesejahteraan masyarakat. 
c). Teori gabungan 
 Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan 
pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping 
mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas 
perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga 
bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya 
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merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori 
absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang 
tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, 
tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu 
sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan 
masyarakat.   
 Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan 
pemidanaan.  
b. Tujuan Pemidanaan 
Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan 
tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut 
masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, 
konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu:54 
1. Pemidanaa bertujuan  
a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat;  
b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pemidanaan 
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;  
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c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat ; dan 
d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.  
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 
merendahkan martabat manusia  
Berdasarkan tujuan pemidanaan di atas perumus Konsep KUHP tidak 
sekadar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-
konsep pemidanaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula 
kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah 
dengan agama yang beraneka ragam. Hal ini menurut Harkristuti 
Harkrisnowo tergambar misalnya dari tujuan pemidanaan butir c, yakni 
“menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan”, yang hampir tidak 
ditemukan dalam westren literature.55 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang diperlukan, berhubungan dengan 
masalah yang akan dibahas, penulis melakukan penelitian di Pengadilan 
Negeri Kelas 1 B Palopo, pemilihan Lokasi didasarkan atas pertimbangan 
bahwa; pada penelitian ini, yang menjadi Responden adalah didasarkan 
ketua pengadilan Negeri Kelas 1 B Palopo atau ditunjuk oleh beliau. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer 
dan data sekunder: 
a) Data primer,yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari 
sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok 
bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap 
memiliki keterkaitan dan kompetensi permasalhan yang ada. 
b) Data sekunder,yaitu data hasil dari mempelajari peraturan 
perundang-undangan, Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 B 
Palopo Nomor 411/Pid.Sus/2012/PN.Plp. Buku-buku literatur, dan 
dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan 
untuk selanjutnya dipelajari sebagai pedoman untuk penyusunan 
data sehingga dinamakan penelitian Kepustakaan. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Tehknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan 
dengan dua cara yakni: 
1. Metode Penelitian Kepustakaan  (Library Search). 
Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan 
menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-
undangan, karya ilmiah dan litelatur-litelatur lain yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti.  Data primer dan data Sekunder yang 
diperoleh dari lokasi penelitian. 
2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research). 
Penelitian ini dilakukan langsung dilokasi dengan melakukan 
wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau 
pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 
D. Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan 
menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis 
kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah 
dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, 
kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, 
persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan 
bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah 
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metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, 
kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.Penerapan Hukum Pidana Materi Terhadap Tindak Pidana Eksplotasi 
Seksual Anak ( Putusan Nomor 411/Pid.sus/2012/PN.Plp ). 
1. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian  
 Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palopo di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan 
merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi 
Kota pada tahun 2002 sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 
April 2002. 
 Pada awalnya berdirinya sebagai kota otonom, Palopo terdiri atas 4 
Kecamatan dan 20 Kelurahan. Kemudian, pada tanggal 28 April 2005, 
berdasarkan Perda Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, dilaksanakan 
pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan menjadi 9 Kecamatan dan 48 
Kelurahan. Kota ini memiliki luas wilayah 247,52 KM2 dan berpendudukan 
sebanyak 152.703 jiwa. 
 Kota Palopo ini dulunya bernama ware yang dikenal dalam Epik La 
Galigo. Nama “Palopo” ini diperkirakan mulai digunakan sejak tahun 1904, 
bersama dengan pembangunan masjid Jami’Tua. Kata “palopo” ini diambil 
dari dua kata bahasa Bugis Luwu. Artinya yang pertama adalah penganan 
ketan dan air gula merah dicampur. Arti yang kedua dari kata palo’po adalah 
memasukkan pasak ke dalam tiang bangunan. Dua Kata ini ada hubunganya 
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dengan pembangunan dan penggunaan resmi masjid Jami’Tua yang 
dibangun pada tahun 1604. 
 Luas dan Batas Wilayah 
Luas wilayah administrasi kota palopo sekitar 247,52 KM2 atau sama 
dengan 0,39% dari luas wilayah propinsi Sulawesi Selatan. Secara 
administratif Kota Palopo terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. 
Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom  hasil pemekaran dari 
Kabupaten Luwu, dengan batas-batas : 
 Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten 
Luwu 
 Sebelah Timur dengan Teluk Bone 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala 
Kabupaten Tana Toraja. 
 
2. Posisi Kasus 
    Putusan pidana No.411/Pid.Sus/2012/PN.Plp tentang sebuah kasus 
mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak kasus ini berawal pada hari 
kamis tanggal 20 Oktober 2011 bertempat dirumah kawan terdakwa yaitu 
Meta di jembatan Miring Kota Palopo, terdakwa berkenalan dengan korban 
Deviyanti setelah berkenalan dengan korban deviyanti, lalu terdakwa 
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bersama dengan korban perempuan Deviyanti pergi menuju Kejalan Salak 
Kota Palopo dan bertemu dengan korban Rospiani Supriadi dan Sitti Nelam 
Cahya dan saat itu ditawarkan pekerjaan oleh terdakwa di jaya pura kepada 
korban Rospiani Supriadi dan Sitti Nelam Cahya yang akan dipekerjakan 
ditempat karaoke yang hanya bekerja sebagai pedamping tamu karaoke saja 
dan tidak lebih dari itu dengan gaji yang lumayan di atas Rp.1.000.000,- ( 
Satu Juta Rupiah ), dan selanjutnya pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2011 
sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama dengan korban Deviyanti dan 
korban Rospiani dan korban Sitti Nelam Cahya berangkat ke Makassar, 
kemudian pada hari senin tanggal 24 Oktober 2011 terdakwa bersama ketiga 
korban pergi menuju ke Bandara Hasanuddin Makassar dan pada hari itu 
juga sekitar pukul 10.00 wita ketiga korban diberangkatkan oleh terdakwa 
menuju ke jaya pura dengan menumpangi pesawat Merpati Nusantara 
Airlines sedang terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 wita menyusul 
berangkat ke jaya pura dengan menumpangi pesawat Garuda Airlines, 
setelah ketiga korban tiba di jaya pura kemudian di tampung di Mes Waena 
Permai kemudian pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2011, ketiga korban 
mulai dipekerjakan di Bar Karaoke di waena Permai I di jalan Gelanggang 
Expo Distrik Heram, setelah bekerja di bar karaoke tersebut ternyata 
pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada ketiga korban ini yang hanya 
mendampingi tamu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan karena para 
korban mendapat perlakuan yang tidak senonoh yaitu diraba-raba, dicium 
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pipih dan bibir dari para tamu Bar Karaoke, sehingga korban Deviyanti 
melaporkan terdakwa kepetugas Kepolisian Resort Jaya Pura Kota. 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan kepersidangan oleh 
penuntut umum oleh karena telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :  
 Dakwaan Pertama 
Bahwa ia terdakwa NUR DEVI alias CINTA, pada hari Kamis tanggal 
20 Oktober 2011 sekitar Pukul 11.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu-
waktu lain dalam Bulan Oktober 2011, bertempat dirumah korban perempuan 
Rospiani Supriadi Alias Vivi di Jalan Salak Kota Palopo atau setidak-tidaknya 
ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 
kelas 1B Palopo, yang melakukan perbuatan penampungan pengiriman atau 
penerimaan seseorang dengan penipuan walaupun memperoleh persetujuan 
dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia yaitu 
terhadap korban perempuan Deviyanti Pudin Alias Dede dan korban 
perempuan Rospiani Supriadi Alias Vivi yang saat itu masih berusia 15 ( lima 
belas ) tahun, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :  
Bahwa sebelum kejadian itu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 
bertempat dirumah kawan terdakwa yaitu perempuan Meta dijembatan Miring 
Kota Palopo, terdakwa berkenalan dengan korban perempuan Deviyanti 
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setelah berkenalan dengan korban perempuan Deviyanti, lalu terdakwa 
bersama bersama dengan korban perempuan Deviyanti pergi menuju kejalan 
Salak Kota Palopo dan bertemu dengan korban perempuan Rospiani 
Supriadi Alias Vivid an perempuan Sitti Nelam Cahya Alias Nelam dan saat 
itu terdakwa menawarkan pekerjaan di Jayapura kepada korban perempuan 
Deviyanti, korban perempuan Rospiani dan Sitti Nelam Cahya Alias Nelam 
yang menurut terdakwa akan dipekerjakan ditempat Karaoke yang dikerjakan 
hanya sebatas mendampingi tamu Karaoke saja dan tidak lebih dari itu 
dengan mendapa gaji yang lumayan di atas Rp. 1.000.000.- ( Satu Juta 
Rupiah ), setelah itu pada hari Sabtu tanggal 22  Oktober 2011 sekitar Pukul 
15.00 Wita terdakwa bersama dengan korban perempuan Deviyanti, korban 
perempuan Rospiani dan perempuan Sitti Nelam Cahya Alias Nelam 
berangkat ke Makassar, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 
terdakwa bersama dengan korban perempuan Deviyanti, korban perempuan 
Rospiani dan perempuan Sitti Nelam Cahya Alias Nelam pergi menuju ke 
Bandara Hasanuddin Makassar danpada hari itu juga sekitar Pukul 10.00 
Wita korban perempuan Deviyanti, korban perempuan Rospiani dan Sitti 
Nelam Cahya Alias Nelam diberangkatkan oleh terdakwa menuju ke 
Jayapura dengan menumpangi pesawat Merpati Nusantara Airlines sedang 
terdakwa pada hari itu juga sekitar Pukul 15.30 Wita menyusul berangkat ke 
Jayapura dengan menumpangi pesawat Garuda Airlines, setelah korban 
Deviyanti, Rospiani, dan perempuan Sitti Nelam Cahya Alias Nelam tiba di 
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Jayapura kemudian ditampung di Mes Waena Permai kemudian pada hari 
Sabtu Tanggal 29 Oktober 2011 korban perempuan Deviyanti, korban 
perempuan Rospiani dan perempuan Sitti Nelam Cahya Alias Nelam mulai 
dipekerjakan di Bar Karaoke di Waena Permai I di jalan Gelanggang Expo 
Distrik Heram, setelah bekerja di Bar Karaoke tersebut ternyata tidak sesuai 
dengan kenyataan karena para korban mendapat perlakuan yang tidak 
senonoh yaitu di Raba-rab, dicium pipih dan bibir dari para tamu Bar 
Karaoke, sehingga korban perempuan Deviyanti melaporkan terdakwa 
kepetugas Kepolisian Resort Jayapura Kota; 
Perempuan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 2 (1) UU.RI Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang : 
 Dakwaan Kedua 
Bahwa ia terdakwa NUR DEVI Alias CINTA, pada hari Kamis Tanggal 20 
Oktober 2011 sekitar Pukul 11.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu-
waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di rumah korban perempuan 
Rospiani Supriadi Alias Vivi di Jalan Salak Kota Palopo atau setidak-tidaknya 
ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negari 
Palopo, yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual Anak dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu terhadap korban perempuan 
Deviyanti Pudin Alias Dede dan korban perempuan Rospiani Supriadi Alias 
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Vivi yang saat itu masih berusia 15 tahun ( lima belas ) tahun, perbuatan 
terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
 Bahwa sebelum kejadian itu  pada hari Kamis 20 Oktober 2011 
bertempat di rumah kawan terdakwa yaitu perempuan Meta di Jembatan 
Miring Kota Palopo, terdakwa berkenalan dengan korban perempuan 
Deviyanti, lalu terdakwa bersama korban perempuan Deviyanti bersama pergi 
menuju ke Jalan Salak Kota Palopo dan bertemu dengan korban Perempuan 
Rospiani Supriadi Alias Vivi dan perempuan Sitti Nelam Cahya Alias Nelam 
yang menurut terdakwa akan dipekerjakan di tempat karaoke yang dikerjakan 
hanya sebatas mendampingi tamu karaoke saja dan tidak lebih dari itu 
dengan mendapat gaji yang lumayan diatas Rp. 1.000.000.- (satu juta 
rupiah), setelah itu pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2011 sekitar Pukul 
15.00 Wita terdakwa bersama dengan korban perempuan Deviyanti, korban 
perempuan Rospiani dan perempuan Sitti Nelam Cahya Alais Nelam 
berangkat ke Makassar, kemudian pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2011 
terdakwa bersama dengan korban perempuan Deviyanti, korban perempuan 
Rospiani dan perempuan Sitti Nelam Cahya Alias Nelam pergi menuju ke 
Bandara Hasanuddin Makassar dan pada hari itu juga sekitar Pukul 10.00 
Wita korban perempuan Deviyanti, korban perempuan Rospiani dan 
perempuan Sitti nelam Cahya Alias Nelam diberangkatkan oleh terdakwa 
menuju ke Jayapura dengan menumpangi pesawat Merpati Nusantara 
Airlines sedang terdakwa pada hari itu juga sekitar Pukul 15.30 Wita 
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menyusul berangkat ke jayapura dengan menumpangi pesawat garuda 
Airlinies, setelah korban perempuan Deviyanti, korban perempuan Rospiani 
dan perempuan Sitti Nelam Cahya Alias Nelam mulai dipekerjakan di Bar 
Karaoke di Waena Permai I di jalan Gelanggan Expo Distrik Heram, setelah 
bekerja di Bar karaoke tersebut ternyata pekerjaan yang disajikan oleh 
terdakwa kepada korban Perempuan Deviyanti dan korban perempuan 
Rospiani yang hanya mendampingi tamu ternyata tidak sesuai dengan 
kenyataan karena para korban mendapat perlakuan yang tidak senonoh yaitu 
diraba-raba, dicium pipih dan bibir dari para tamu Bar Karaoke, sehingga 
korban perempuan Deviyanti melaporkan terdakwa kepetugas Kepolisian 
Resort Jayapura Kota; 
 Perebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 
Pasal 88 UU.RI Nomor : 23 Tahun 20102 Tentang Perlindungan Anak. 
4. Alat Bukti Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak 
Menimbang. Bahwa guna membuktikan dakwaanya, dipersidangan 
penuntut umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan 
dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan yang ada pokoknya 
sebagai berikut : 
1. Keterangan Saksi 
Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang 
diperoleh dari keterangan-keterangan saksi-saksi, dan keterangan 
terdakwa, yaitu sebagai berikut : 
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1.1 Saksi DEVIYANTI PUDIN ALIAS DEDE, ( keterangan tsb,   
dibacakan ) : 
Didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai 
berikut : 
- Bahwa benar ia kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan 
keluarga denganya ; 
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa 
telah membawanya ke Jayapura lalu dipekerjakan di Bar di Jayapura  
- Bahwa benar ia pernah diperiksa dipolisi ; 
- Bahwa benar semua keterangannya dalam BAP penyidik; 
- Bahwa benar pada hari kamis 20 Oktober 2011 sekitar Pukul 11.00 
Wita bertempat di jembatan Miring dirumah perempuan Meta ia 
bersama dengan kawannya yaitu perempuan Rospiani berkenalan 
dengan terdakwa ; 
- Bahwa benar saat bertemu dengan terdakwa ia bersama dengan 
perempuan Rospiani terdakwa menawari pekerjaan di Jayapura 
dengan Iming-iming gaji yang lumayan ; 
- Bahwa benar saat ia bersama dengan perempuan Rospiani bertemu 
dengan terdakwa ia diajak ke Jayapura dengan dijanjikan akan 
dipekerjakan di tempat karaoke saja dan tidak lebih dari itu dengan 
imbalan gaji diatas Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) ; 
- Bahwa benar karena bujuk rayu terdakwa sehingga ia bersama 
dengan perempuan Rospiani mau ikut bersama dengan terdakwa 
berangkat ke Makassar dengan menumpangi mobil panther 
kemudian dengan mempergunakan pesawat Merpati ia 
diberangkatkan oleh terdakwa menuju ke Jayapura sementara 
terdakwa menyusul berangkat dengan Pesawat Garuda ; 
- Bahwa benar ia bersama dengan Rospiani sebelumnya diuruskan 
tiket untuk berangkat ke Jayapura oleh terdakwa dan pada hari 
Senin Tanggal 24 Oktober 2011 sekitar Pukul 10.00 Wita ia bersama 
dengan perempuan Rospiani diberangkatkan ke Jayapura dengan 
menumpangi Pesawat Merpati sedangkan terdakwa menyusul 
berangkat dengan Pesawat Garuda sekitar Pukul 15.30 Wita ; 
- Bahwa benar saat ia tiba di Jayapura ia bersama dengan perempuan 
Rospiani dipekerjakan oleh terdakwa di Karaoke Waena Permai I 
milik perempuan Hermin Mangiwa ; 
- Bahwa benar saat ia bekerja di tempat karaoke Waena Permai I, 
tidak sesuai apa yang dijanjikan oleh terdakwa kepadanya 
perempuan Rospiani dimana sebelumnya terdakwa hanya 
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menjanjikan kalau ia hanya mendampingi/ melayani tamu Karaoke 
dan tidak lebih dari itu., akan tetapi kenyataannya ditempat Karaoke 
tersebut ia diperlakukan tak wajar oleh para tamu Karaoke dengan 
cara para tamu meraba-raba mencium pipih dan bibir ; 
- Bahwa benar oleh karena apa yang dijanjikan sebelumnya oleh 
terdakwa kepadanya bersama dengan perempuan Rospiani tidak 
sesuai dengan kenyataan sehingga ia melaporkan terdakwa ke 
petugas Kepolisian ; 
- Bahwa benar saat ia bersama dengan perempuan Rospiani 
berangkat ke Makassar bersama dengan terdakwa kemudian 
terdakwa membwanya ke Jayapura, terdakwa sebelumnya tidak 
minta izin/ memberitahukan kepada orangtua/keluarganya. 
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkanya ; 
 
1.2 Saksi ROSPIANI SUPRIADI Alias VIVI. ( keterangan tsb, 
dibacakan) ; 
- Bahwa benar Ia kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan 
keluarga denganya ; 
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa 
telah membawanya ke Jayapura lalu dipekerjakan di Bar di 
Jayapura; 
- Bahwa benar ia pernah diperiksa dipolisi ; 
- Bahwa benar semua keterangannya dalam BAP penyidik ; 
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober sekitar Pukul 
11.00 Wita bertempat di Jembatan Miring dirumah perempuan Meta 
ia bersama dengan kawannya yaitu perempuan Rospiani berkenalan 
dengan terdakwa ; 
- Bahwa benar saat bertemu dengan terdakwa ia bersama dengan 
perempuan Rospiani terdakwa menawari pekerjaan di Jayapura 
dengan iming-iming gaji yang lumayan ; 
- Bahwa benar saat ia bersama dengan perempuan Rospiani bertemu 
dengan terdakwa ia diajak ke Jayapura dengan dijanjikan akan 
dipkerjakan ditempat Karaoke yang menurut terdakwa bahwa ia akan 
melayani/ mendampingi tamu karaoke saja dan tidak lebih dari itu 
dengan imbalan gaji diatas Rp. 1.000.000.;- ( Satu Juta Rupiah ) ; 
- Bahwa benar karena bujuk rayu terdakwa sehingga ia bersama 
dengan perempuan Rospiani mau ikut bersama dengan terdakwa 
berangkat ke Makassar dengan menumpangi mobil Panther 
kemudian dengan menumpangi pesawat Merpati ia diberangkatkan 
oleh terdakwa menuju ke Jayapura sementara terdakwa menyusul 
berangkat dengan pesawat Garuda ; 
- Bahwa benar ia bersama korban perempuan Rospiani sebelumnya 
diuruskan tiket untuk berangkat ke Jayapura oleh terdakwa dan pada 
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hari Senin Tanggal 24 Oktober 2011 sekitar Pukul 10.00 Wita ia 
bersama dengan perempuan Rospiani diberangkatkan ke Jayapura 
dengan menumpang pesawat Merpati sedangkan terdakwa 
menyusul berangkat dengan Pesawat Garuda sekitar Pukul 15.30 
Wita ; 
- Bahwa benar saat ia tiba di Jayapura ia bersama dengan perempuan 
Rospiani dipekerjakan oleh terdakwa di Karaoke Waena Permai I 
milik perempuan Hermin Mangiwa ; 
- Bahwa benar saat ia bekerja ditempat Karaoke Waena Permai I, 
tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa kepadannya 
bersama perempuan Rospiani dimana sebelumnya terdakwa hanya 
menjanjikan kalau ia hanya mendampingi/ melayani tamu karaoke 
dan tidak lebih dari itu, akan tetapi kenyataanya di tempat Karaoke 
tersebut ia diperlakukan tak wajar oleh para tamu Karaoke dengan 
cara para tamu meraba-raba mencium pipih dan bibir ; 
- Bahwa benar oleh apa yang dijanjikan sebelumnya oleh terdakwa 
kepadanya bersama dengan perempuan Rospiani tidak sesuai 
dengan kenyataan sehingga ia melaporkan terdakwa kepetugas 
Kepolisian ; 
- Bahwa benar saat ia bersama dengan perempuan Rospiani 
berangkat ke Makassar bersama dengan terdakwa kemudian 
terdakwa membawannya ke Jayapura, terdakwa sebelumnnya tidak 
minta izin/ memberitahukan kepada ornagtuanya/ keluargannya ; 
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ; 
 
1.3 Saksi MURNIATI TANDI KARAENG Alias SURNI. 
(keterangannya tsb, dibacakan ) 
- Bahwa benar ia diminta keterangan sehubungan dengan adannya 
perbuatanya memperkerjakan anak dibawah umur ; 
- Bahwa benar peristiwa itu terjai pada bulan Oktober 2011 bertempat 
di Kafe Waena Permai di jalan Gelanggang I belakang Expo Waena 
Distric Heram Kota Jayapura ; 
- Bahwa benar yang pelaku dari perbuatan tersebut adalah NUR DEVI 
Alias CINTA dan yang korbannya adalah perempuan Deviyanti Alias 
Dede dan perempuan Rospiani Alias Vivi dan terdakwa 
memperkerjakannya di Kafe Waena Permai ; 
- Bahwa benar ia mengenal korban perempuan Deviyanti Alias Dede 
dan perempuan Rospiani Alias Vivi dan terdakwa NUR DEVI Alias 
CINTA karena ia bekerja pada tempat yang sama ; 
- Bahwa benar ia tidak mengetahui dimana NUR DEVI Alias CINTA 
bertemu sebelumnnya dengan perempuan Deviyanti Alias Dede dan 
perempuan Rospiani Alias Vivi berangkat ke Jayapura dengan 
pesawat dari Makassar ; 
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- Bahwa benar ia memberitahukan oleh perempuan Deviyanti Alias 
Dede dan perempuan Rospiani Alias Vivi kalau yang membayar 
baiaya tiket pesawat saat berangkat ke Jayapura adalah Mama 
Mangiwa ; 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; 
 
1.4 HERMIN MANGIWA Alias MAMA, ( keterangannya 
tsb,dibacakan ) 
- Bahwa benar ia diminta keterangan sehubungan dengan adannya 
perbuatan memperkerjakan anak dibawah umur ; 
- Bahwa benar yang sebagai pelaku perempuan NUR DEVI yang 
menjadi korban adalah perempuan Deviyanti Alias Dede dan 
perempuan Rospiani Alias Vivi ; 
- Bahwa benar korban perempuan Deviyanti Alias Dede dan 
perempuan Rospiani Alias Vivi dipekerjakan ditempat Karaoke 
miliknya oleh perempuan NUR DEVI pada hari Sabtu Tanggal 29 
Oktober 2011 ; 
- Bahwa benar ia adala pemilik tepat Karaoke dimana perempuan 
Deviyanti Alias Dede dan perempuan Rospiani Alias Vivi 
dipekerjakan ; 
- Bahwa benar ia mengetahui sebelumnya kalau perempuan NUR 
DEVI berangkat dari Makassar bersama dengan perempuan 
Deviyanti Alias Dede dan perempuan Rospiani Alias Vivi menuju ke 
Jayapura dan ia yang memesankan tiket pesawat melalui lelaki 
Samuel Nina di Makassar ; 
- Bahwa benar saat perempuan Deviyanti Alias Dede dan perempuan 
Rospiani Alias Vivi tiba di Jayapura ia yang menjemputnya bersama 
dengan sopirnnya yang bernama Natas ; 
- Bahwa benar saat perempuan Deviyanti Alias Dede dan perempuan 
Rospiani Alias Vivi tiba di Jayapura keduannya tinggal dirumah 
miliknya ; 
- Bahwa benar perempuan Deviyanti Alias Dede dan perempuan 
Rospiani Alias Vivi bekerja di Bar miliknya dengan upah persen Rp. 
4.000,- ( Empat Ribu Rupiah ) per bitil ; 
- Bahwa benar ia yang menanggung segala kebutuhan hidup 
perempuan Deviyanti Alias Dede dan perempuan Rospiani Alias Vivi 
selama ia bekerja di Karaoke miliknnya ; 
- Bahwa benar saat itu perempuan Deviyanti Alias Dede dan 
perempuan Rospiani Alias Vivi mengaku berusia 20 Tahun ; 
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ; 
 
1.5 Saksi RISMAWATI, ( Keterangan tsb, dibacakan ); 
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- Bahwa benar ia dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan 
dengan perekrutan anak dibawah umur ; 
- Bahwa benar pelaku adalah perempuan Mama Mangiwa perempuan 
NUR DEVI yang menjadi korban adalah perempuan Deviyanti Alias 
Dede dan perempuan Rospiani Alias Vivi ; 
- Bahwa benar peristiwa itu terjadi pada Tanggal 24 Oktober 2011 di 
Karaoke Waena Permai I jalan Gelanggang Expo Distric Heram kota 
Jayapura ; 
- Bahwa benar milik Karaoke dimana perempuan Deviyanti Alias Dede 
dan perempuan Rospiani Alias Vivi dipekerjakan adalah perempuan 
Mama Mangiwa ; 
- Bahwa benar sebelumnnya orangtua perempuan Rospiani Alias Vivi 
menelponnya dari Palopo dan menyampaikan kepadannya bahwa 
perempuan Rospiani Alias Vivi dan perempuan Deviyanti Alias Dede 
menuju ke Jayapura dan bekerja ditempat Karaoke tepatnya di 
Waena Permai I jalan Gelanggang Expo Distric Heram Jayapura dan 
disampaikan pula usiannya masih 15 tahun setelah itu ia lelaki Udin 
mengeceknnya ditempat Karaoke tersebut ternyata benar 
perempuan Deviyanti Alias Dede dan perempuan Rospiani Alias Vivi 
kerumahnya di Aspol Dok VII atas Distrik Jayapura Utara ; 
- Bahwa benar pada hari Senin 07 Nopember 2011 Pukul 11.00 Wita 
ia melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jayapura ; 
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;  
 
           1.7 Saksi ANI FAHRANI Alias RANI, ( keterangannya tsb, 
dibacakan ) ; 
  
- Bahwa benar ia dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan 
dengan perekrutan anak dibawah umur ; 
- Bahwa benar sebelumnnya ia tidak kenal perempuan Deviyanti Alias 
Dede dan perempuanu Rospiani Alias Vivi namun ia kenal setelah ia 
sama-sama bekerja di Kafe Waena Permai I sedangkan perempuan 
Hermin Mangiwa ia kenal karena ia adalah pemilik Kafe Waena 
Permai : 
- Bahwa benar perempuan Deviyanti Alias Dede dan perempuan 
Rospiani Alias Vivi sudah bekerja ditempat Karaoke tersebut ; 
- Bahwa benar korban perempuan Deviyanti Alias Dede dan 
perempuan Rospiani Alias Vivi ia perkirakan masih berusia 16 tahun; 
- Bahwa benar Karaoke tempat ia bekerja digaji dengan 1 botol 
minuman preminnya Rp.4.000,- ( Empat Ribu Rupiah ) bila 
menemani tamu minum ; 
- Bahwa benar sebelum bekerja di Karaoke Waena Permai I 
diharuskan menandatangani kontrak ; 
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Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ; 
 
2. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa NUR DEVI Alias CINTA, telah memberikan keterangan yang 
pada pokoknnya menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa benar ia pernah diperiksa polisi ; 
- Bahwa benar semua keterangan pada BAP penyidik ; 
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2011 Pukul 11.00 
Wita bertempat dirumah perempuan Rospiani dijalan Salak Kota 
Palopo ia bertemu dengan perempuan deviyanti dan perempuan 
Rospiani dan saat itu ia menceritakan tentang perjalanannya bekerja 
di Jayapura ditempat Karaoke Waena Permai I lalu ia mengajak 
perempuan Deviyanti Alias Dede dan perempuan Rospiani Alias Vivi 
untuk ikut bekerja ditampat Karaoke tersebut dan keduannya mau 
ikut sehingga saat itu ia mencarikan mobil untuk berangkat ke 
Makassar pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2011 kemudian pada 
saat itu tiba di Makassar ia menghubungi majikannya perempuan 
Hermin Mangiwa dan menyampaikan kalau ada 3 ( Tiga ) orang yang 
ikut bersamanya ke Jayapura yaitu perempuan Deviyanti Alias Dede, 
perempuan Rospiani Alias Vivi dan perempuan Meta, sehingga saat 
itu majikan perempuan Hermin mangiwa membelikan tiket untuk 
berangkat ke Jayapura dan pada keesokan harinnya perempuan 
Deviyanti Alias Dede dan perempuan Rospiani Alias Vivi 
diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Merpati sedang ia 
sendiri menyusul pada hari itu juga dengan menggunakan Pesawat 
Garuda ; 
- Bahwa benar sebelum ia berangkat ke Jayapura bersama 
perempuan Deviyanti Alias Dede dan perempuan Rospiani Alias Vivi 
ia telah menyampaikan di Jayapura nantinya ia akan ditempatkan 
pada tempat Karaoke dengan mendampingi / melayani tamu 
Karaoke dan saat itu perempuan Deviyanti Alias Dede dan 
perempuan Rispiani Alias Vivi mengatakan kepadannya kalau ia mau 
ikut ke Jayapura dan bekerja disana ; 
- Bahwa benar perempuan Drviyanti Alias Dede dan perempuan 
Rospiani Alias Vivi ikut bersamannya ia tidak meminta izin kepada 
keluarga perempuan Deviyanti Alias Dede dan keluarga perempuan 
Rospiani Alias Vivi ; 
- Bahwa benar baru beberapa hari setelah perempuan Deviyanti Alias 
Dede dan perempuan Rospiani Alias Vivi bekerja ditempat Karaoke 
milik perempuan Hermin Mangiwa di karaoke Waena Permai I 
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kemudian datang keluargannya menjemput perempuan Deviyanti 
Alias Dede dan perempun Rospiani Alias vivi kemudian 
membawannya pulang kerumah keluargannya ; 
- Bahwa benar ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ; 
 
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Dengan pertimbangan tersebut diatas, jaksa/penuntut umum dalam 
perkara in dan dengan ini memperhatikan ketentuan Undang-undang 
yang bersangkutan : 
MENUNTUT 
1. Menyatakan terdakwa NUR DEVI Alias CINTA, bersalah melakukan 
tindak pidana “ Mengeksploitasi Anak “ sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang RI No.23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak, 
dalam surat dakwaan kedua ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR DEVI Alias ADEL Alias 
CINTA, dengan pidana penjara selama 1 ( Satu ) Tahun, masa 
penangkapan dan penahanan terdakwa diperkurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu 
Juta Rupiah ) Subsidair 2 ( Dua ) Bulan Kurungan ; 
3. Menetapkan agar terdakwa NUR DEVI Alias ADEL Alias CINTA tetap 
ditahan sampai perkara ini berkekuatan Hukum tetap ; 
4. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 ( Satu ) kerudung berwarnah coklat, 1 ( Satu ) lembar baju 
pramuka berwarnah coklat merek kurnia dengan ukuran 16 yang 
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tertempel nama Rospiani Supriadi, 1 ( Satu ) lembar Rok berwarnah 
coklat dengan ukuran panjang 82 cm, dikembalikan kepada 
pemiliknnya yaitu perempuan Rospiani Supriadi atau keluargannya ; 
- 1 ( Satu ) lembar kerudung coklat dengan merek fajar Jaya dengan 
ukuran 15 yang tertempel nama Deviyanti, 1 ( Satu ) lembar rok 
berwarnah coklat dengan ukuran 31 dengan panjang 72 cm 
dikembalikan jepada pemiliknnya yaitu perempuan Deviyanti atau 
keluargannya ; 
- 1 ( satu ) lembar amplop kosong berwarnah putih bertuliskan biaya 
pengurusan KTP, Rp.200.000,- 1 ( Satu ) lembar tiket pesawat 
elektrik Merpati warnah putih dengan kode booking M2NUK Tanggal 
21 Oktober 2011 an.Nelam, 1 ( Satu ) lembar tiket pesawat elektrik 
Merpati warnah putih dengan kode booking M2NVES Tanggal 23 
Oktober 2011 an.Evi dan Iyani, 2 ( Dua ) lembar booking pas ( copy ) 
Merpati dengan kode booking M2NUK7 Tanggal 21 Oktober 2011 
an.Nelam, 2 ( Dua ) lembar booking pas ( copy ) Merpati dengan 
kode booking M2NVES Tanggal 23 Oktober 2011 an.Evi dan Iyani 
dan 3 ( Tiga ) lembar tanda pengenal bagasi Merpati Nomor : MZ 06-
74-28,MZ 06-72-29 MZ 06-74-30 dirampas untuk dimusnahkan ; 
5. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,- ( Dua Ribu Rupiah ) ; 
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6. Amar Putusan 
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini sebagai berikut : 
1) Menyatakan terdakwa NUR DEVI Aliad ADEL Alias CINTA, telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “ Mengeksploitasi Anak “ sebagaimana dalam dakwaan 
kedua ; 
2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 8 ( Delapan ) Bulan, dan pidana denda 
sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) dengan ketentuan 
apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
pidana kurungan selama 1 ( Satu ) Bulan ; 
3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang 
telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan ; 
4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
5) Memerintahkan agar barang bukti berupa : 
-     1 ( Satu ) lembar kerudung berwarnah coklat ; 
- 1 ( Satu ) lembar baju pramuka berwarnah coklat dengan 
merek Fajar Jaya dengan ukuran 15 yang tertempel nama 
DEVIYANTI ; 
- 1 ( Satu ) lembar rok berwarnah coklat ukuran 31 dengan 
panjang 72 cm ; dikembalikan kepada DEVIYANTI ; 
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- 1 ( Satu ) lembar kerudung berwarnah coklat ; 
- 1 ( Satu ) lembar baju pramuka berwarnah coklat dengan 
merek kumia dengan ukuran 16 cm yang tertempel nama 
ROSPIANI SUPRIADI ; 
- 1 ( Satu ) lembar rok berwarnah coklat dengan ukuran 
panjang 82 cm ; Dikembalikan kepada ROSPIANI 
SUPRIADI ; 
- 1 ( Satu ) lembar amplop kosong berwarnah putih 
bertuliskan biaya pengurusan KTP Rp.2.00.000,- 
- 1 ( Satu ) lembar tiket pesawat elektrik Merpati berwarnah 
putih dengan kode booking M2NUK7 Tanggal 21 Oktober 
2011 an.Nelam ; 
- 1 ( Satu ) lembar tiket pesawat elektrik Merpati berwarnah 
putih dengan kode booking M2NVES Tanggal 23 Oktober 
2011 an. EVI dan IYANI ; 
- 2 ( Dua ) lembar boarding pas ( Copy ) Merpati dengan kode 
booking M2NVES Tanggal 23 Oktober 2011 an. EVI dan 
IYANI ; 
- 3 ( Tiga ) lembar tanda pengenal bagasi Merpati Nomor MZ 
06-74-28, MZ 06-74-29, MZ 06-74-30 ; 
- 2 ( Dua ) lembar boarding pass ( Copy ) Merpati dengan 
kode booking M2NVES, Tanggal 24 Oktober 2011 an.Nelam 
75 
 
- 2 ( Dua ) lembar boarding pass ( Copy ) Merpati dengan 
kode booking M2NVES, Tanggal 24 Oktober 2011 an. IYANI 
; tetap terlampir dalam berkas perkara ; 
6. membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.00,- ( Dua ribu Rupiah ) ; 
7. Analisis Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materil 
Perkara yang dibahas penulis dalam Skripsi ini yaitu tentang perbuatan 
tindak pidana Eksploitasi Seksual Anak. Yang menjadi terdakwa dalam 
perkara ini adalah Nur Devi yang telah terbukti secara sah melakukan 
Pengeksploitasian Seksual Anak yang korbannya masih berusia 15 Tahun 
yang merupakan kenalan terdakwa yang masih duduk dibangku SMP, 
ketentuan pidana materil yang mengenai Eksploitasi Seksual Anak 
khususnya bagi anak yang masih berada dibawah umur diatur dalam 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu 
pada Pasal 88 dan atau Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan 
atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu 
pada Pasal 66 Putusan Hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai 
pejabat Begara yang diberi kewenangan, untuk itu merupakan putusan 
penjatuhan pidana jika perbuatan terdakwa/pelaku tindak pidana terbukti sah 
dan meyakinkan. 
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Menurut penulis, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai 
dengan posisi kasus, alat bukti yang sah sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh 
unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi. Sehingga 
dengan demikian putusan atau kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan 
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana Eksploitasi Seksual Anak yang didakwakan kepada NUR DEVI Alias 
ADEL Alias CINTA melanggar Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak yang menurut analisa penulis sudah tepat. 
Sebagai Hakim yang terakhir menjatuhkan sanksi Pidana, Hakim harusnya 
tidak boleh terlepas dari prinsip Hukum “ lex Specialis Legi Generale “ maka 
dari itu tindak pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam penanganannya kasus 
ini Hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, tuntutan jaksa, dan keyakinan Hakim itu sendiri. Dalam 
hal ini Hakim dala kasus yang dia putuskan merupakan hal yang harus 
diperhatikan dan membutuhkan pertimbangan yang cukup dan mendalami 
peristiwa yang sebenarnya terjadi sehingga dapat diperoleh suatu keputusan 
yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak dan bahwa penuntut umum 
menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak yaitu pada Pasal 88. 
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B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam perkara 
Pidana ( Nomor 411/Pid.Sus/2012/PN.Plp )  
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
        Menjatuhkan sebuah putusan sangat diperlukan oleh Hakim yang 
dimana dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa. Dalam hal ini penjatuhan putusan hendaknya Hakim dapat 
melihat dan teliti dan cermat agar dapat disesuaikan dengan bukti-bukti 
yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam penjatuhan tidak dapat 
melanggar Hak Asasi yang telah dimiliki oleh terdakwa pertimbangan 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo dengan ini memeriksa 
dan mengadili kasus ini didasarkan fakta-fakta yang telah terungkap 
dimuka persidangan sebagai berikut : 
a. Keterangan saksi-saksi yaitu DEVIYANTI DAN ROSPIANI SUPRIADI, 
b. Alat bukti berupa kerudung, baju, dan rok pramuka yang tertempel 
nama korban perempuan DEVIYANTI dan perempuan ROSPIANI 
SUPRIADI, 1 ( Satu ) lembar amplop kosong berwarnah putih 
bertuliskan biaya pengurusan KTP, Rp.200.000,-,2 ( Dua ) lembar 
tiket pesawat Merpati berwarnah putih dengan kode booking masing-
masing M2NUK7 dan M2NVES, dan 3 ( Tiga ) lembar tanda pengenal 
bagasi Merpati Nomor : MZ 06-74-28, MZ 06-74-29, dan MZ 06-74-
30. 
c. Keterangan terdakwa yaitu Nur Devi 
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d. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti 
dan keterangan terdakwa. 
Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut 
dilakukan pembuktian mengenai unsur-unsur dari pada dakwaan oleh Jaksa 
Penuntut Umum. 
Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena 
didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya yang disusun secara 
subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 88 Undang-undang RI.Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena dakwaan disusun secara 
Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan 
dakwaan primair yang unsur-unsurbya sebagai berikut : 
1. Setiap Orang 
2. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak. 
3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 
Menimbang bahwa unsure-unsur tersebut Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan sebagai berikut : 
Ad.1 unsur setiap orang 
Menimbang, yang dimaksud disini adalah siapa saja selaku objek 
hukum dan pendukung hak yang mempunyai hak dan kewajiban, yang dalam 
hal ini adalah NUR DEVI Alias CINTA  yang telah membenarkan identitasnya 
di depan persidangan, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;  
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Ad.2 Unsur yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban perempuan 
Deviyanti Alias Dede dan perempuan Rospiani Alias Vivi yang telah 
menerangkan bahwa benar mereka berangkat ke Makassar bersama dengan 
terdakwa dengan menggunakan mobil panther dan saat tiba di Makassar 
terdakwa menguruskannya tiket kemudian dengan menggunakan pesawat 
Merpati mereka diberangkatkan oleh terdakwa menuju ke Jayapura sedang 
terdakwa menyusul ke Jayapura pada hari yang sama dengan menggunakan 
pesawat Garuda dan pada saat tiba di Jayapura mereka ditempatkan 
dirumah perempuan Hermin Mangiwa kemudian dipekerjakan oleh terdakwa 
di Karaoke Waena Permai I Jayapura milik perempuan Hermin Mangiwa dan 
keterangan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi 
Muniarti, saksi perempuan Sitti nelam, saksi perempuan Hermin mangiwa, 
saksi perempuan Rimawati, saksi perempuan Ani Fahrani, dan saksi A-de 
carge peremoun Armeta.F dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri, 
sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi ; 
Ad.3 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain.  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban perempuan 
Deviyanti Alias Dede, perempuan Rospiani Supriadi Alias Vivi yang telah 
menerangkan bahwa benar mereka berangkat ke Makassar terdakwa 
menguruskan tiket kemudian dengan menggunakan pesawat Merpati mereka 
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diberangkatkan oleh terdakwa menuju ke Jayapura sedang terdakwa 
menyusul ke Jayapura pada hari yang sama dengan menggunakan pesawat 
Garuda dan saat tiba di Jayapura milik perempuan Deviyanti Alias Dede dan 
perempuan Rospiani Supriadi Alias Vivi ke Jayapura lalu dipekerjakan 
ditempat karaoke milik perempuan Hermin Mangiwa yang dapat 
menguntungkan bagi diri terdakwa maupun perempuan Hermin Mangiwa 
sebagai majikan dari terdakwa, sehingga demikian insur ini telah terpenuhi ; 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair melanggar Pasal 2  
( 1 ) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak terbukti maka Majelis Hakim akan 
membuktikan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 88 Undang-undang 
RI.Nomor : 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak ; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( Delapan 
Belas ) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan ; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengeksploitasi seksual 
anak dalam Pasal 88 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak yaitu yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak 
yaitu memperkerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual 
untuk mendapatkan keuntungan. 
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Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa serta surat bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang 
dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh 
fakta-fakta Hukum sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa sebelum kejadian itu pada hari Kamis tanggal 20 
Oktober 2011 bertempat di rumah kawan terdakwa yaitu perempuan Meta 
dijembatan Miring Kota Palopo, terdakwa berkenalan dengan korban 
perempuan Deviyanti Alias Dede setelah berkenalan dengan korban 
perempuan Deviyanti, lalu terdakwa bersama korban perempuan Deviyanti 
pergi menuju ke Jalan Salak Kota Palopo dan bertemu dengan korban 
perempuan Rosipiani Supriadi Alias Vivi dan perempuan Sitti Nelam Cahya 
Alias Nelam dan saat itu terdakwa menawarkan pekerjaan ke Jayapura 
kepada korban perempuan Deviyanti, korban perempuan Rospiani dan 
perempuan Sitti nelam Cahya Alias Nelam yang menurut terdakwa akan 
dipekerjakan ditempat Karaoke yang dipekerjakan hanya sebatas 
mendampingi tamu Karaoke saja dan tidak lebih dari itu dengan mendapat 
gaji yang lumayan di atas Rp.1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ), setelah itu 
pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2011 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa 
bersama dengan korban perempuan Deviyanti, korban perempuan Rospiani 
Supriadi, dan korban perempuan Sitti nelam Cahya Alias Nelam berangkat ke 
Makassar, kemudian pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2011 terdakwa 
bersama dengan korban perempuan Deviyanti, korban perempuan Rospiani 
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Supriadi, dan korban perempuan Sitti Nelam Cahya Alias Nelam pergi 
menuju ke Bandara Hasanuddin Makassar dan pada hari itu juga sekitar 
Pukul 10.00 Wita korban perempuan Sitti Nelam Cahya Alias Nelam 
diberangkatkan oleh terdakwa menuju ke Jayapura dengan menumpangi 
Pesawat Merpati Nusantara Airlines sedang terdakwa pada hari itu juga 
sekitar Pukul 15.30 Wita menyusul berangkat ke Jayapura dengan 
menumpangi pesawat Garuda Airlines, setelah perempuan Deviyanti, korban 
perempuan Rospiani Supriadi, dan korban perempuan Sitti Nelam Cahya 
Alias Nelam tiba di jayapura kemudian di tampung di Mes Waena Permai I 
kemudian pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2011 korban perempuan Sitti 
Nelam Cahya Alias Nelam mulai dipekerjakan di Bar Waena Permai I dijalan 
Gelanggang Expo Distrik Heram, setelah bekerja di Bar Karaoke tersebut 
ternyata pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada korban perempuan 
Deviyanti dan korban perempuan Rospiani yang hanya mendampingi tamu 
ternyata tidak sesuai dengan kenyataan karena para korban mendapat 
perlakuan yang tidak senonoh yaitu diraba-raba, dicium pipih dan bibir dari 
para tamu Bar Karaoke, sehingga korban perempuan Deviyanti melaporkan 
terdakwa ke Petugas Kepolisian Resort Jayapura Kota ; 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal yang terdapat 
dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti dan terpenuhi 
menurut Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
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sebagaimana yang telah didakwakanya dalam dakwaan kedua Penuntut 
Umur ; 
Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim 
tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan 
terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf 
maupun sebagai alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana 
yang setimpal dengan perbuatannya ; 
Menimbang, bahwa karena terhadap lamanya pidana yang akan 
dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memerhatikan sifat dari perbuatan 
terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa 
keadilan ; 
Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka 
sesuai Pasal 22 ayat ( 4 ) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikuatirkan akan melarikan 
diri atau mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang 
meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim 
memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam berkas 
perkara ini dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat 
Pasal 46 ayat 2 jo. Pasal 194 ayat 1 KUHP, maka perlu dinyatakan 
dikembalikan kepada yang berhak ; 
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Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, harus 
pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam 
amar putusan ini ; 
Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, 
maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan pada diri terdakwa : 
 sebagai berikut : 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Terdakwa belum pernah diHukum ; 
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur ; 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang 
atas perbuatanya ; 
- Terdakwa belum pernah dihukum ; 
- Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi ; 
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; 
2.Analisis Penulis 
 Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 411/Pid.Sus/2012/PN.Plp 
sudah tepat dalam menerapkan Pasal 88 Undang-undang Perlindungan 
Anak. 
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 Melihat pertimbangan Hakim sesuai dengan unsur-unsur yang ada 
pada Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka memang seharusnya terdakwa 
dihukum berdasarkan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebab telah 
terbukti secara sah bahwa terdakwa telah mengeksploitasi seksual anak 
yang korbanya masih berusia 15 tahun. Selain itu didalam persidangan 
Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 
pertanggung jawaban pidana, baik sebagaimana alasan pembenar dan atau 
alasan pemaaf, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim telah 
sesuai dan terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Adapun pertimbangan lain oleh hakim yaitu : 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Terdakwa belum pernah dihukum 
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur ; 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang 
perbuatannya ; 
- Terdakwa belum pernah dihukum ; 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi ; 
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; 
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Menurut penulis, Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 
411/Pid.Sus/2012/PN.Plp sudah tepat sebab hakim sangat memerhatikan 
dan mempertimbangkan hukum lainya berupa pertimbangan yuridis ( 
Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ) , fakta-fakta persidangan, 
keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang ada, keyakinan Hakim serta hal-
hal lain yang mendukung serta sanksi pidana. Hasil putusan yang 
dikeluarkan oleh Hakim juga tentu tidak lepas dari pertimbangan nurani 
Majelis Hakim. Dalam satu Majelis belum tentu setiap hakim memiliki 
pertimbangan atau pendapat yang sama maka dari itu dalam satu Majelis 
pasti diadakan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengeluarkan putusan.  
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BAB V 
PENUTUP 
A.Kesimpulan 
Adapun Kesimpulan Penulis adalah sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana materil pada perkara Nomor 
411/Pid.Sus/ 2012/PN.Plp telah sesuai dengan rumusan Pasal 88 
Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak,yang unsur-unsurnya sebgai berikut : 
a. Setiap orang 
b. Yang mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak 
c. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 
Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, sesuai dengan 
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan posisi 
kasus, alat bukti yang sah sebagaimana yang diuraikan 
sebelumnya diatas menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur telah 
terpenuhi. Kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
eksploitasi seksual anak yang didakwakan kepada terdakwa NUR 
DEVI pada Pasal 88 Undang-undang perlindungan Anak.  
2. Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 
411/Pid.Sus/2012/PN.Plp sudah tepat menerapkan Pasal 88 
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Undang-undang Perlindungan Anak, Majelis Hakim menggunakan 
pertimbangan yuridis yaitu didasarkan pada : 
a. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan 
perkara tersebut ; 
b. Surat dakwaan penuntut umum ; 
c. Keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan ; 
d. Barang bukti yang diajukan di persidangan ; 
e. Tuntutan pidana dari penuntut umum ; 
f. Serta keyakinan hakim dan hal-hal yang mendukung serta 
sanksi pidana. 
B. Saran  
     Adapun saran penulis sebagai berikut : 
1. Untuk perempuan dan anak khususnya hendaknya menggunakan akal 
pikiran ( Nalar ) dalam mengambil keputusan, adanya pengeksploitasian 
seksual anak ini salah satunya karena kurangnya akal pikiran karena 
disebabkan pada diri si anak sendiri untuk memperoleh atau 
mendapatkan uang yang cukup besar sehingga mereka kurang hati-hati 
dalam menerima tawaran pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi. Hal ini 
mempermudah anak menjadi korban pengeksploitasian seksual anak 
untuk tujuan atau pelacuran. 
2. Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak ini merupakan gejala sosial yang 
tidak berdiri sendiri melainkan adanya kondisi atau hubungan dengan 
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berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun 
adanya teknologi serta perkembangan yang lain akibat sampingan yang 
negatif dari setiap kemajuan dan perubahan sosial masyarakat. Dalam hal 
negatif dari setiap kemajuan dan perubahan sosial masyarakat. Dalam ini 
orang tua harus memberikan pengalamannya dalam membina dan 
membentuk kepribadian anak, sehingga tidak terjerumus dalam 
lingkungan protitusi atau pelacuran sebagaimana yang sering terjadi. 
3. Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana eksploitasi seksual anak 
haruslah mempertimbangkan anak yang menjadi korban merupakan anak 
dibawa umur sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang menjadi 
tujuan hukum itu sendiri dimana, rasa keadilan haruslah dikedepankan.  
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